Menimbang :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1997

TENTANG
HUKUM DISIPLIN PRAJURIT

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam fungsinya

sebagal kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosia politik
merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari
kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang
bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengis

kemerdekaan;

. bahwa dalam rangka mengemban fungsi sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tetap kosisten
dengan sikap dan tekadnya sebagal praurit pguang dan peuang
prajurit untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
mengamalkan serta melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 sebagai mana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sampah Prajurit;

. bahwa Angkatan Bersama Republik Indonesia sebagal salah satu

Modal Dasar Pembangunan Nasiona perlu senantiasa ditingkatkan
profesionalismenya melalui pemantapan disiplin, yang merupakan
syarat mutlak dalam tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia agar terwujud prajurit yang profesional efektif, efisien, dan
modern sehingga mampu berperan lebih besar dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai stabilisator dan

dinamisator Pembangunan Nasiondl;

d. bahwa...
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bahwa hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia yang saat ini masih diatur dalam Wetsboek van Krijgtucht
voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 168) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947, sudah
tidak sesua lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik
Indonesia dan pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

sehingga Undang-undang tersebut perlu dicabut dan diganti;

bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf ab,c,
dan d perlu menetapkan Undang-undang tentang Hukum Disiplin

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

Pasal 5 ayat (1), Pasa 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945;

. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun
1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369).

Dengan...
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Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM DISIPLIN PRAJURIT

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.

Disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah
ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang didukung oleh
kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
untuk menunaikan tugas dan kewagjiban serta bersikap dan
berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur,
menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar setiap tugas dan

kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

3. Tindakan...
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Tindakan disiplin adalah tindakan seketika yang dapat diambil oleh
setigp atasan terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran
hukum disiplin prgjurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Atasan
yang Berhak Menghukum terhadap prajurit Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia yang atas dasar ketentuan Undang-undang ini
melakukan pelanggaran hukum disiplin  prajurit Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat
oleh pegjabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha
pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa
raga, berperan serta dalam pembangunan nasional, dan tunduk pada

hukum militer.

Bawahan adalah setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan
lebih rendah daripada prajurit Angkatan Bersenjatan republik

Indonesiayang lain.

Atasan adalah setiap praurit Angkatan Bersenjata republik
Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan
lebih tinggi daripada prajurit Angkatan Bersenjata Republik

Indonesiayang lain.

Atasan langsung adalah atasan yang mempunya wewenang

komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan.

9. Atasan...
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Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat
Ankum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-undang ini
diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap
prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di

bawah wewenang komandonya.

Ankum Atasan adalah atasan langsung dari Ankum yang

menjatuhkan hukuman disiplin.

Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia

Pasal 2

K etentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku bagi:
a. praurit;

b. mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk
pada hukum yang berlaku bagi prajurit.

Ketentuan dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi prajurit

yang sedang menjalani penahanan, pidana penjara, kurungan, dan

tutpan.

BAB II...



